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ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, dengan tingkat mobilitas yang tinggi menuntut semua
hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan toko swalayan menjadi magnet
tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu menarik perhatian masyarakat. Kota
Kebumen walaupun terbilang sebagai kota yang tidak terlalu besar, namun akhir-akhir ini
dengan tingkat kependudukan yang terus bertambah, toko swalayan terutama minimarket
menjadi salah satu sektor perdagangan yang cukup signifikan perkembangannya. Pada tahun
2021, fenomena toko swalayan menjamur di wilayah Kecamatan Kebumen. Pemerintah
Daerah berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan toko swalayan, maka sejalan dengan
hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Meski demikian, tidak lantas
keberadaan toko swalayan menjadi tertib dan teratur. Pada kenyataannya, masih dapat ditemui
beberapa toko swalayan terutama minimarket yang jam operasionalnya sampai 24 jam.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang pada dasarnya
mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang digunakan
untuk mendeskripsikan hukum sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam kenyataan.
Untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, yaitu,
serta teori maslahah mursalah. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan
sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini melalui pola wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang kemudian dapat dianalisis menggunakan penarikan kesimpulan yang
didapatkan.

Hasil pembahasan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2022 tentang Penataan 'dan' Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditemui
beberapa faktor pembentukannya perda, diantaranya pertumbuhan keseimbangan ekonomi
lokal, penataan kota; perlindungan konsumen; kesejahteraan sosial dan pengawasan. Terkait
pengaturan jam operasionalnya terdapat 3 (tiga) unsur faktor penegakannya yaitu faktor
substansi hukum, faktor struktur, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil observasi, penerapan
Peraturan daerah ini dirasa kurang efektif. Masih ada beberapa toko modern yang buka
melebihi dari ketentuan jam yang ditetapkan, hal tersebut menjadi budaya yang sulit bagi
pelaku usaha untuk menerapkan peraturan ini. Pada kaidah maslahah mursalah pengaturan
jam operasional toko modern termasuk dalam kategori maslahah daruriyah karena memiliki
arti kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan
bahaya yang dapat mengancam harta maupun jiwa masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Toko Swalayan, Efektivitas, Hukum, Jam Operasional.
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ABSTRACT

Along with the times, with a high level of mobility, everything must be done quickly
and effectively. The existence of convenience stores is a magnet in itself by offering many
things that can attract people's attention. Kebumen City, although it is considered a city that
is not too big, recently, with the increasing population level, convenience stores, especially
minimarkets, have become one of the trade sectors with significant development. In 2021, the
phenomenon of convenience stores mushroomed in the Kebumen District area. The Regional
Government wishes to optimize the arrangement of convenience stores, so in line with this,
the Government of Kabupaten Kebumen drafted a Regional Regulation on the Arrangement
and Guidance of Shopping Centers and Convenience Stores. However, this does not mean that
the existence of convenience stores is orderly and regular. In fact, some convenience stores,
especially minimarkets, can still be found with operating hours of up to 24 hours.

Researcher use the type of normative-empirical legal research which is basically about
the implementation of normative legal provisions in action in every certain legal event that
occurs in a society. This research is descriptive in nature which is used to describe the law as
a phenomenon or factual behavior in reality. To support this, this research uses the theory of
legal effectiveness, namely, as well as the theory of maslahah mursalah. The approach used
uses the sociology approach of Islamic law with the aim of studying the reciprocal relationship
between law and other social symptoms. This research is through a pattern of interviews,
observation, and documentation which can then be analyzed using the conclusions obtained.

The results of the discussion of the implementation of Kebumen Regency Regional
Regulation Number 4 of 2022 concerning the Arrangement and Guidance of Shopping Centers
and Supermarkets found several factors for the formation of the regional regulation, including
the growth of local economic balance, city planning, consumer protection, social welfare and
supervision. Regarding the regulation of operating hours, there are 3 (three) elements of
enforcement factors, namely legal substance factors, structural factors, and cultural factors.
Based on observations, the implementation of this vegional regulation is considered less
effective. There are still several modern shops that are open beyond the stipulated hours, this
has become a culture that is difficult for business actors to implement this regulation. In the
rules of maslahah mursalah, the regulation of modern shop operating hours is included in the
category of maslahah daruriyah because it means an urgent need and must be fulfilled, if not
fulfilled it will cause danger that can threaten people's property and lives.

Keyword: Regional Regulations, Modern Stores, Effectiveness, Law, Operating Hours.
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...”

(Al-Baqarah: 286)
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“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada
kemudahan.”

(Al-Insyirah: 5 - 6)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987

dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
‘ Alif  |tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba“ B Be
o Ta“ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
C Ha* H ha (dengan titik di
bawah)
& Kha* Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)

X



D Ra‘ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
U= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Taé T te (dengan titik di
bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di
bawah)
d _Ain _ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
< Fa‘ F Ef
é Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L _el
¢ Mim M —°m
5 Nun N _en
5] Waw W W
] Ha‘ H Ha




s Hamzah Apostrof

¢ Ya‘ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis muta’addidah

Ditulis ‘iddah

C. Ta’Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

s Ditulis hikmah
i =
» Ditulis illah
e

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2._ Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

sl eyl S Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.
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PRELS ditulis Zakah al-Figri
D. Vokal Pendek
1. - Fathah Ditulis a
2. - Kasrah Ditulis I
3. - Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis ditulis a
(ol Istihsan
Fathah + ya’ mati ditulis ditulis a
o Unsa
Kasrah + ya’ mati ditulis ditulis 1
o al-‘Abvani
Dammah + wawu mati ditulis ditulis a
asle ‘Ultim




F. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ditulis
g Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis
Js Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

i Ditulis a’antum
& el Ditulis u’iddat
A g Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Oi A

Ditulis

Al-Qur’an

vl

Ditulis

al-Qiyas

b. Biladiikuti.hurut Syamsiyyah ditulis.dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

I (el)nya.

)

Ditulis

ar-Risalah
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Ditulis

an-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
I Ditulis Ahl ar-Rayi
L) Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

Xiv

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang

menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan

sebagainya.

Nama penerbit di.Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten, antara lain
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Kota yang memiliki slogan “Kebumen
Semarak” (Sejahtera Mandiri Berakhlak Bersama Rakyat) ini mempunyai jumlah
26 kecamatan di dalamnya, dengan kepadatan penduduk setiap tahun terus
meningkat. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kebumen, dengan jumlah
penduduk 134.382 jiwa.! Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, tentu
Kecamatan Kebumen memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Alasan
tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Aktivitas masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya yang semakin meningkat, pastinya
manusia akan saling membutuhkan;

Seiring berkembangnya  zaman, ‘dengan tingkat mobilitas yang tinggi
menuntut semua hal harus dilakukan demgan cepat dan efektif. Keberadaan toko
swalayan menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal yang mampu
menarik perhatian masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Permendag No. 23 Tahun
2021 dinyatakan, “Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,

menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket,

!Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen dalam Angka 2024,
(BPS Kabupaten Kebumen: 2024), hlm. 3.



supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk
perkulakan.”? Toko swalayan digemari masyarakat karena letaknya yang strategis
dan mudah dijangkau, juga menyediakan segala kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Toko swalayan ini menyediakan tempat yang nyaman dan bersih. Dengan
pelayanan mandiri, pembeli juga dapat dengan leluasa memilih barang yang akan
dibeli sesuai dengan kebutuhan.

Kota Kebumen walaupun terbilang sebagai kota yang tidak terlalu besar,
namun akhir-akhir ini dengan tingkat kependudukan yang terus bertambah, toko
swalayan terutama minimarket menjadi salah satu sektor perdagangan yang cukup
signifikan perkembangannya. Pada tahun 2021, fenomena toko swalayan menjamur
di Kecamatan Kebumen. Jumlah minimarket waralaba yang ada dinilai terlalu

banyak dari yang semestinya.>

Tabel 1
Jumlah Toko Swalayan di Kabupaten Kebumen
No KECAMATAN SATUAN
1. | Ayah 4 gerai
2.%] Buayan 2. gerai
3. | Puring 12 gerai
4. | Petanahan 11 gerai
5.. |/ Klirong 16-gerai
6. '| Buluspesantren 2 gerai
7. | Ambal 8 gerai
8. | Mirit 6 gerai
9. | Prembun 6 gerai
10.| Kutowinangun 14 gerai
11.| Alian 7 gerai

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 1 ayat (3).

3Giyono Padmo, “Toko Swalayan Menjamur di Perkotaan, Apa Kata Bupati Kebumen?,”
https://www.kebumenupdate.com/news/toko-swalayan-menjamur-di-perkotaan-apa-kata-bupati-
kebumen/ akses 11 September 2024.



https://www.kebumenupdate.com/news/toko-swalayan-menjamur-di-perkotaan-apa-kata-bupati-kebumen/
https://www.kebumenupdate.com/news/toko-swalayan-menjamur-di-perkotaan-apa-kata-bupati-kebumen/

12.| Kebumen 62 gerai
13.| Pejagoan 4 gerai
14.] Sruweng 7 gerai
15.| Adimulyo 5 gerai
16.| Kuwarasan 4 gerai
17.| Rowokele 7 gerai
18.| Sempor 7 gerai
19.| Gombong 13 gerai
20.| Karanganyar 12 gerai
21.| Karanggayam 1 gerai
22.| Sadang -

23.| Bonorowo 2 gerai
24.| Padureso 3 gerai
25.| Poncowarno 1 gerai
26.| Karangsambung 2 gerai

JUMLAH 218 gerali

Sumber: Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui pada tahun 2021 jumlah toko
swalayan yang telah berdiri di Kabupaten Kebumen melalui data dari Satu Data
Kabupaten Kebumen ada sebanyak 218 gerai toko swalayan, dengan jumlah
tertinggi pada Kecamatan Kebumen sebanyak 62 gerai. Atas dasar itu, penelitian
ini membatasi wilayah kajian yaitu hanya toko swalayan dan minimarket di
Kecamatan Kebumen, karena jumlahnya yang paling banyak dan berada di wilayah
perkotaan.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Pemerintah daerah berwenang menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
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tugas pembantuan”* Dalam Permendag Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman

4UUD 1945, Pasal 18 ayat (6).



Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,
Pemkab sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengatur dan menata pusat
perbelanjaan dan toko swalayan di wilayahnya.®> Setelah sebelumnya dibuat
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya pada tahun 2022 Pemerintah
Kabupaten Kebumen berhasil menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sejalan dengan itu, maka setiap
pelaku usaha, baik itu minimarket ataupun toko swalayan harus patuh dan taat atas
setiap peraturan yang tertuang dalam perda tersebut.

Meski demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swayalan, tidak lantas keberadaan
toko swalayan di Kota Kebumen menjadi tertib dan berjalan sesuai aturan yang
berlaku. Pada kenyataannya dapat mudahnya ditemui toko swalayan terutama
minimarket yang jam operasionalnya sampai 24 jam. Sementara Pasal 9 ayat (1)
dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 mengenai
pengaturan jam operasional Toko Swalayan, membunyikan:®

“(1). Jam_ operasional  supermarket, Aypermarket,. department store,
grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
a) untuk hari Senin sampai dengan ‘Jumat,-pukul 10.00 sampai
dengan pukul22.00 waktu setempat; dan

b) untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul
23.00 waktu setempat.

(2) Jam operasional minimarket waralaba adalah sebagai berikut:

a) untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 sampai
dengan pukul 21.00 waktu setempat;

SPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan,
Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 1 ayat (10).

®Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 9 ayat (1) dan (2).



b) untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul
22.00 waktu setempat; dan

¢) minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan
sebagai fasilitas pelayanan Masyarakat dan yang berlokasi di
J:alan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat)
jam.

Pembatasan jam operasional tersebut tentu bukan tanpa alasan pemerintah
menetapkannya, justru hal itu merupakan upaya dalam melindungi keamanan dan
keselamatan masyarakat agar tercapainya kemashlahatan bersama. Toko swalayan
dan minimarket yang buka 24 jam tentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi
diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Seperti memicu munculnya tindak
kejahatan perampokan, seperti yang terjadi pada 2019 lalu.” Selain itu, perlunya
pembatasan jam operasional ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
konsumen dan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha
toko swalayan dengan pedagang kecil. Hal ini penting karena dengan semakin
maraknya toko swalayan yang menawarkan berbagai macam fasilitas kenyamanan
dalam berbelanja, tentu nantinya dapat menggantikan posisi para pedagang kecil
yang lama-kelamaan akan_habis, Untuk itu, dengan Peraturan Daerah ini,
Pemerintah Dacrah harus mengawasi betul keberadaan pedagangkecil seperti pasar
tradisional atau UMKM lokal.

Berdasarkan observasi awal, bahwa masih ada beberapa toko swayalan

maupun minimarket di kecamatan Kebumen yang buka melebihi batas jam

operasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran pada pelaku

"“Kawanan  Perampok  Bersenjata  Satroni  Minimarket di ~ Gombong,”
https://www.kebumenekspres.com/2019/01/kawanan-perampok-bersenjatan-satroni.html?m=1,
akses 22 September 2024.



https://www.kebumenekspres.com/2019/01/kawanan-perampok-bersenjatan-satroni.html?m=1

usaha, juga kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum kota
Kebumen.

Berdasarkan itulah menarik untuk mengangkat judul “Efektivitas
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan”.
Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas suatu Peraturan
Daerah Kebumen dalam mengatur jam operasional minimarket dan toko swalayan,
sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum dan terlaksananya suatu peraturan

daerah dengan melihat dari perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan?

2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap penegakan jam operasional minimarket
dalam Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022 tentang penataan dan
pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan?

3. Apa kemashlahatan dari adanya pengaturan jam operasional pada Peraturan
Daerah Kebumen tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko

swalayan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian



a. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab ditetapkannya
Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022 tentang penataan dan
pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

b. Menganalisis efektivitas hukum dari penegakan jam operasional
minimarket dalam Peraturan Daerah Kebumen Nomor 4 tahun 2022
tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

c. Menjelaskan kemashlahatan dari adanya pengaturan jam operasional pada
Peraturan Daerah Kebumen tentang penataan dan pembinaan pusat
perbelanjaan dan toko swalayan.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai ke-efektifan penerapan
peraturan daerah, khususnya terkait pembatasan jam operasional
minimarket dan toko swalayan dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam.
Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat guna memperkaya referensi pada
penelitian yang akan datang dengan pambahasan yang sejenis.

b. “Bermanfaat “sebagai bahan " pertimbangan” pemerintah ‘dacrah dalam
penegakan hukum sekaligus pengawasan sebagai upaya meningkatkan ke-
efektivitasan berjalannya peraturan daerah sehingga kualitas eksistensis
peraturan tersebut menjadi lebih baik.

c. Untuk menambah khazanah pengetahuan tentang kemaslahatan dari

ditetapkannya Peraturan Daerah terkait jam operasional toko swalayan.



D. Telaah Pustaka
Berdasarkan telaah terhadap beberapa literatur ditemukan dan beberapa
penelitian yang memiliki kemiripan tema yaitu Efektivitas Peraturan Daerah
tentang Pengaturan Jam Operasional Minimarket dan Toko Swalayan. Penelitian-
penelitian terdahulu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu penelitian
tentang peraturan pengelolaan toko modern, dan penelitian tentang efektivitas

pelaksanaan peraturan.

Kategori pertama, penelitian terdahulu tentang peraturan pengelolaan toko

modern, diantaranya:

Artikel jurnal penelitian dengan judul “Operasional Ritel Indomaret di
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan” karya Andre
Gusto Sihite dan Yalid.® Penelitian ini membahas mengenai jam operasional ritel
Indomaret yang berlaku di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Letak persamaan
penelitian terdapat pada isuryang dibahas yaitu tetkait dengan jam operasional yang
berlaku "di suatu daerah. Perbedaan pembahasan terletak .pada lokasi objek
penelitian, pada artikel ini lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Rumbai Kota
Pekanbaru dan ruang lingkupnya hanya berfokus pada ritel Indomaret, sedangkan
penelitian yang akan dilakukan berada di Kecamatan Kebumen Kota Kebumen dan

ruang lingkupnya meliputi minimarket dan toko swalayan.

8Andre Gusto Sihite dan Yalid, “Operasional Ritel Indomaret di Kecamatan Rumbai Kota
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18:1 (April 2020).



Artikel jurnal penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern” yang ditulis oleh
Dina Nur Laili Hanifati dan Mujiono Hafidh Prastyo.® Penelitian ini membahas
tentang efektivitas bekerjanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penataan
toko modern terhadap kondisi persaingan usaha yang sehat antara toko modern
dengan pasar tradisional. Perbedaan dengan yang akan dikaji nanti dalam penelitian
ini yaitu pembahasan yang lebih berorientasi pada pembatasan jam buka atau jam
operasional toko modern, kemudian bagaimana esensi kebijakan peraturan daerah

tersebut.

Penelitian dengan judul “Pembatasan Jam Operasional Warung Internet di
Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11
Tahun 2012 dalam Perspektif Fiqih Siyasah” yang ditulis oleh Taufiqul
Dzakwananda.’® Pembahasan penelitian tersebut terkait pelaksanaan pembatasan
jam operasional warung internet berdasarkan peraturan daerah tentang usaha jasa
layanan internet di Desa Tarai Bangun Kampar dinilai belum berjalan sesuai dengan
apa yang diharapkan. Terdapat kemiripan dalam penelitian ini yaitu pada
permasalahan .tidak-terlaksananya ,peraturan daerah- tentang pembatasan jam

operasional, namun dalam hal ini berbeda terkait objek kajiannya, skripsi ini

°D. Laili Hanifati dan M. Hafidh Prastyo, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern,” Notarius, Vol. 12:2 (Desember 2019).

©Taufiqul Dzakwananda, “Pembatasan Jam Operasional Warung Internet di Desa Tarai
Bangun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 dalam Perspektif
Fiqih Siyasah, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).
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membahas warung internet sedangkan penelitian yang akan dilakukan terhadap

minimarket dan toko swalayan.

Penelitian dengan judul, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh Zainal
Abidin.!! Penelitian ini membahas fenomena bertambahnya minimarket yang
membawa efek penurunan omset bagi pedagang toko kelontong dan pasar
tradisional. Kemiripan dengan penelitian ini ada pada ketentuan yang juga tidak
dijalankan sesuai Perda, yaitu berdasarkan pengamatan di lapangan banyak terdapat

toko modern yang jam operasionalnya 24 jam.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Implementasi Perda No 09 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di
Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)”, yang ditulis oleh Yupi
Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto.'? Penelitian ini membahas minimarket
seperti Alfamart dan Indomaret yang mengalami pertumbuhan jumlah gerai yang
cukup fantastis, bahkan dengan mudah ditemui di daerah dalam perkampungan dan
beroperasi 4 jam. Kondisi ini yang kemudian membuat Pemerintah Kota Pekanbaru

mengeluarkan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk melindungi keberadaan

17Zainal Abidin, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Studi Kasus: Indomaret dan
Alfamart Kota Pekanbaru, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018).

2yupi Sasmita Dewi dkk., “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret
dan Alfamart), Jurnal Niara, Vol. 13:2 (Februari 2021).
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pasar rakyat dan jenis UMKM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Secara garis besar jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki
pembahasan yang serupa, namun yang membedakan penelitian ini terletak pada
teori yang digunakan dalam pengkajian, yaitu penyusun menggunakan teori

efektivitas hukum dan teori mashlahah mursalah

Penelitian dengan judul, “Analisis Penerapan Perda Kudus tentang Penataan
Swalayan dengan Prinsip Zawazun (Studi Keberadaan Minimarket terhadap
Eksistensi Toko Kelontong di Kota Kudus)”, yang ditulis oleh Miftahul Fahmi
Lidinillah.® Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan antara
pelaku usaha modern. Keberadaan toko modern yang semakin menjamur
menyebabkan eksistensi toko tradisional semakin tergeser dikarenakan banyak
konsumen yang beralih ke toko modern. Berangkat dari masalah tersebut, untuk
menciptakan keselarasan perekonomian, Pemerintah Kota Kudus menerbitkan
Perda tentang penataan dan pembinaan toko swalayan. Letak persamaan terdapat
pada masalah yang melatarbelakangi penelitian yaitu keberadaan toko modern yang
semakin banyak. Perbedaanya yaitu pada skripsi ini menggunakan prinsip tawazun
atau keseimbangan, sedangkan.penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori

efektivitas hukum.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha

Toko Modern dan Minimarket (Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014

BMiftahul Fahmi Lidinillah, “Analisis Penerapan Perda Kudus tentang Penataan Swalayan
dengan Prinsip Tawazun (Studi Keberadaan Minimarket terhadap Eksistensi Toko Kelontong di
Kota Kudus), Skripsi IAIN Kudus, (2020).
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tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya)”, yang ditulis oleh Moh. Irham
Triyuda.'* Pembahasan jurnal ini ditemukan fakta bahwa meskipun jumlah
minimarket yang jauh lebih sedikit daripada para pedagang tradisional di Kota
Surabaya namun dengan persaingan dan kompetisi yang muncul mengancam
eksistensi pedagang tradisional. Terkait persaingan yang akan muncul, maka
pemerintah mengeluarkan kebijakan Perda tentang penataan toko swalayan di Kota
Surabaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Artikel penelitian
ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu
mengetahui hasil dan manfaat yang didapat dengan pelaksanaan kebijakan tentang
penataan toko swalayan dan sekaligus mengetahui berhasil apa tidaknya kebijakan
Pemerintah Daerah. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan
dilakukan yaitu menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan jurnal ini

menggunakan teori evaluasi.

Buku laporan akhir dengan judul, “Laporan Kajian Penataan dan Pembinaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Kediri”, yang disusun
oleh timkajian, Stibagyo, Sri‘Aliami, Faisel, dan/Ema Nurzainul Hakimah.® Buku
ini membahas, bagaimana- kondisi ,pasar rakyat,-pusat perbelanjaan dan toko
swalayan dilihat dari aspek konsumen. Memiliki persamaan dengan penelitian yang

akan dilakukan yaitu ada pembahasan permasalahan yang sama yaitu toko swalayan

“Moh. Irham Triyuda, “Evaluasi Kebijakan Penataan Usaha Toko Modern dan Minimarket
(Studi Evaluasi Perda Surabaya No. 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota
Surabaya), Repository Universitas Airlangga (2017).

Subagyo dkk., Laporan Kajian Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Kediri, (Kediri: 2022).
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yang jam operasionalnya melebihi dari yang ditentukan. Perbedaan terletak pada
perspektif yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan

kacamata efektiviktas hukum.

Artikel jurnal penelitian dengan judul, “Penataan Minimarket Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Terkait”, yang ditulis oleh Ma Clarissa Dewi.®
Penelitian ini membahas terkait kebijakan pemerintah yang dianggap penting untuk
menjadi landasan dalam peraturan pembatasan minimarket, ini dikarenakan
semakin besarnya minat masyarakat untuk berbelanja di minimarket yang akhirnya
menimbulkan dampak negatif bagi pedagang pasar tradisional. Objek penelitian ini
sama dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu minimarket atau toko swalayan
dan peraturan yang mengatur tentang penataan toko swalayan. Terdapat perbedaan
yaitu pada artikel ini pembahasannya masih bersifat kompleks dan penjelasan
tentang pembatasan jam operasional masih kurang mendalam, sedangkan penelitian
yang akan dilakukan lebih berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah terhadap

jam operasional toko swalayan.

Penelitian dengan' judul, “Pelayanan Daring  (Dalam . Jaringan) dan
Pembatasan Jam Kerja. Opetrasional Minimarket Dalam, Hubungan dengan
Perlindungan Pasar Tradisional”, yang disusun oleh Rizki Prasetya Nugraha.l?

Penelitian ini membahas bahwa dalam era globalisasi, untuk melindungi pasar

6Mia Clarissa Dewi, “Penataan Minimarket Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Terkait,” Jurnal MoZaiK, Vol. 14:1 (Juli 2022).

1Rizki Prasetya Nugraha, “Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) dan Pembatasan Jam Kerja
Operasional Minimarket Dalam Hubungan dengan Perlindungan Pasar Tradisional,” Skripsi (2017).
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tradisional Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Perwali No 11 tahun
2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket yang mana mengatur tentang
pembatasan jam operasional minimarket. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan
penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait pengaturan jam operasional yang
dilanggar oleh minimarket. Namun, tetap terdapat perbedaan dalam skripsi ini juga
membahas tentang pelayanan daring yang diberikan oleh minimarket dan
bagaimana upaya dalam melindungi pasar tradisional, sedangkan penelitian yang
akan dilakukan lebih membahas terkait bagaimana efektivitas hukum dari peraturan

pembatasan jam operasional yang diterapkan.

Artikel jurnal dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan
Minimarket”, karya Mardi Murahman, Muhammad Dimas Rizqi, Amra Muslimin,
dan Ayub Arpan.'® Artikel penelitian ini membahas tentang kehadiran minimarket
yang menjamur di berbagai sudut kota dan desa menjadi dampak negative terhadap
pasar tradisional dan pedagang kecil karena tidak mampu bersaing dengan harga
dan kenyamanan yang ditawarkan oleh minimarket. Untuk mengatasi permasalahan
ini, pemerintah Kota Lubuklinggau perlu menetapkan Kkebijakan yang efektif
mencakup pengaturan izin-operasional, zonasi, pengawasan terhadap minimarket
yang beroperasi, serta regulasi jam operasional. Kemiripan dengan penelitian yang
akan dilakukan yaitu ada pada satu pembahasan tentang regulasi jam operasional,
pengaturan ini dibuat agar tidak mengganggu ketenangan lingkungan sekitar.

Perbedaannya artikel ini tidak hanya membahas tentang jam opeasional tapi juga

18Mardi Murahman, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Minimarket,”
PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 7:1 (Agustus 2024).
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terkait perizinan dan zonasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus
pada peraturan daerah yang menetapkan pembatasan jam operasional minimarket

dengan melihat dari maslahah mursalahnya.

Artikel jurnal dengan judul, “Pengawasan Aturan Jam Operasional Toko
Swalayan di Kota Surabaya”, yang ditulis oleh Inten Fitria Sunarto, Indri Fogar
Susilowati, dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan.'® Artikel ini mengulas tentang
toko swalayan yang sangat berkembang dan penyebarannya hampir merata di
seluruh daerah Surabaya. Dalam pendirian toko swalayan masih terdapat beberapa
yang tidak mematuhi kebijakan salah satunya terkait jam operasional. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan aturan jam operasional toko
swalayan di Surabaya serta untuk menunjukkan kendalanya. Penelitian yang akan
dilakukan memiliki kemiripan dengan artikel ini mengenai permasalahan jam
operasional toko swalayan yang dibahas. Perbedaanya terdapat pada teori dalam

mengkaji, penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum.

Artikel jurnal berjudul; ‘‘Implementasi. Petaturan. Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 11 Tahun 2012 dalam Penataan Minimarket”, ditulis eleh Wira Lesmana,
Rita Rahmawati, dan M. YGG Seran.?% Artikel ini memaparkan bahwa usaha
minimarket terus bertambah dan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bogor. Hasil

penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya

¥Inten Fitria Sunarto dan Indri Fogar Susilowati, “Pengawasan Aturan Jam Operasional
Toko Swalayan di Kota Surabaya,” Novum. Jurnal Hukum, Vol. 6:3 (Juli 2019).

Wira Lesmana dkk., “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2012 dalam Penataan Minimarket,” Jurnal Governansi, Vol. 3:1 (Agustus 2017).
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diimplementasikan. Masih banyak permasalahan yang tidak sesuai diantaranya
dalam hal memberikan analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berbeda
dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peraturan daerah yang
mengatur pembatasan jam operasional minimarket dengan mengkaji menggunakan

teori efektivitas hukum.

Kemudian, kategori kedua terkait penelitian terdahulu tentang efektivitas

pelaksanan peraturan, diantaranya sebagai berikut:

Artikel jurnal dengan judul, “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar”,
yang ditulis oleh Meysi Ansari Br Ginting, Lubna Salsabila, dan Etika Khairina.?!
Artikel ini membahas bahwa di Kota Batam terdapat beberapa permasalahan terkait
dengan pasar karena penataan ruang yang belum efektif dan infrastruktur yang
memadai. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan yang sama dengan jurnal
ini yaitu untuk menilai seberapa baik Peraturan daerah yang mengatur tentang
penataan toko swalayan itu.dilaksanakan, juga termasuk pemantauan yang efektif,
koordinasi antara berbagai otoritas terkait, dan kepatuhan terhadap peraturan oleh
semua pihak yang terlibat. Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, penelitian
yang akan dilakukan berorientasi pada pembatasan jam operasional toko swalayan,

sedangkan pada jurnal ini tidak dibahas.

ZIMeysi Ansari Br Ginting dkk., “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Batam No. 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Administrasi Bisnis, Vol. 7:2 (September 2023).
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Penelitian dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar,” yang
disusun oleh Dian Eko Prakoso.?? Penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Makassar
yang penduduknya semakin padat menyebabkan ketersediaan lahan parkir semakin
terbatas. Hal ini menjadi kesempatan bagi juru parkir tidak resmi untuk mengambil
keuntungan. Penelitian ini kemudian memaparkan sejauh mana efektivitas
penerapan peraturan daerah kota Makassar terhadap pelanggaran aturan parkir.
Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan objek kajiannya peraturan daerah

tentang penataan toko swalayan.

Artikel jurnal dengan judul, “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan
Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaan Hukum,” yang ditulis
oleh Sri Rahayu Amri dan Andi Sitti Umrah.? Artikel ini berbicara bahwa Kota
Palopo merupakan salah satu daerah yang telah memiliki peraturan daerah tentang
kawasan tanpa rokok, namun penerapannya belum maksimal. Hal ini ditandai
dengan belum adanya penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) bagi masyarakat.
Artikel (ini ‘memaparkan sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penegakan
aturan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan, pertimbangan hukum tertentu.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori efektivitas

2Dian Eko Prasetyo, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi
Hukum),” Skripsi Universitas Hasanuddin, 2014.

23Sri Rahayu Amri dan Andi Sitti Umrah, “Studi Efektivitas Implementasi Peraturan
Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum,” DiH: Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 18:1, (Februari 2022).
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hukum dalam meninjau objek kajian peraturan daerah terhadap minimarket dan

toko swalayan.

Artikel jurnal dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di
Kabupaten Gowa,” yang ditulis oleh Imran Eka Saputra B., Ali Rahman, dan Rizki
Ramadani.?* Tulisan ini meneliti tentang pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL)
yang meningkat signifikan setiap tahunnya yang tersebar di berbagai tempat seperti,
pinggir jalan, trotoar untuk pejalan kaki, dan tempat umum lainnya yang
menyebabkan terganggunya kenyamanan pengguna jalan, kemacetan, serta tatanan
kota yang tidak teratur. Penataan PKL Kabupaten Gowa dalam perda dinilai belum
efektif sebagaimana mestinya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan,
selain menggunakan teori efektivitas hukum, juga melihat efektivitas peraturan

daerah dari sisi kemashlahatannya.

Artikel jurnal dengan judul, “Efektivitas Paeraturan Daerah Kota Malang
Nomor 4 Tahun; 2011 terhadap’ Pengelolaan | Ruang«Tetbuka Hijau Perspektif
Maslahah:Mursalah;’” karya Mardhatilla-Khairina dan Abdul, Kadir. Artikel ini
membahas Kota Malang yang begitu luas dengan banyak penduduknya tidak
seimbang dengan sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini membuat
penerapan perda kota Malang dinilai belum berjalan efektif karena beberapa alesan

sesuai Teori Efektivitas Hukum dan agar sesuai dengan kajian maslahah mursalah

2Imran Eka Saputra B. dkk., “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5
Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gowa,” UNES
Law Review, Vol. 5:3, (Maret, 2023).
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menurut Asy-Syatibi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus
pada objek kajian perda pengaturan jam operasional pusat perbelanjaan dan toko

swalayan.

Penelitian dengan judul, “Efektivitas Hukum Penangkapan Ikan di Sungai
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2022 tentang
Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyah,” disusun oleh Bayu Aji
Setiawan.?® Penelitian ini membahas tentang masyarakat Lampung Utara yang
masih menangkap ikan dengan menggunakan zat yang dapat merusak ekosistem
yang ada di sungai. Selain itu, Satpol PP sebagai salah satu penegak hukum dalam
potretnya masih belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berbeda dengan
penelitian ini yang menggunakan perspektif Siyasah Tandziyah, penelitian yang

akan dilakukan melihat dari sisi maslahah mursalahnya.

Penelitian dengan judul, “Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri. |[Sunan | Kalijaga | Yogyakarta,”  ditulis oleh Vetty
Yaumandila Habibah.?® " Penelitian . ini" menganalisis  téntang / efektivitas dari
peraturan daerah Yogyakarta yang dikeluarkan pada tahun 2009 mengenai kawasan
dilarang merokok, salah satunya di tempat belajar mengajar yang objek penelitian

ini di UIN Sunan Kalijaga. Masih banyaknya mahasiswa yang merokok di area

Bayu Aji Setiawan, “Efiktivitas Hukum Penangkapan Ikan di Sungai dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum Perspektif Siyasah
Tandziyah,” Tesis Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga, (Mei, 2024).

%Vetty Yaumandila Habibah, “Efektivitas Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,” Skripsi Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga, (Oktober, 2023).
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kampus membuat penerapan peraturan daerah tersebut tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan jelas pada fokus objek

kajian, dalam hal ini mengenai jam operasional minimarket dan toko swalayan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka dapat dipahami bahwa
penelitian ini berbeda, disamping perbedaan objeknya, yaitu berfokus pada toko
swalayan dan minimarket di Kecamatan Kebumen, juga perbedaan substansi
permasalahan penelitiannya, yaitu membahas efektivitas penerapan perda

Kabupaten Kebumen, khususnya terkait pengaturan jam operasional toko swalayan.

. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan teoritis serta menjadi
dasar hukum yang kuat bagi penyusun. Berdasarkan analisis pokok-pokok
permasalahan di atas yang dibahas, maka sekiranya menggunakan teori efektivitas

hukum dan teori maslahah mursalah.

1. Teori Efektivitas Hukum
Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan
suatu.strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan
realitas hukum dengan-ideal hukum."Secara khusus, terlihat jenjang antara
hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in
theory). Atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan

antara law in books dan law in action.?’

Z'Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (Suatu Pendekatan
Sosiologi Hukum), (Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 46-47.
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Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat

dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur, diantaranya:?

a. Substansi Hukum, merupakan produk hukum berupa susunan maupun
aturan-aturan yang memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar kepatuhan
hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Substansi hukum tersusun dari
peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon aturan tersebut.

b. Struktur Hukum, merupakan elemen sistem hukum yang memuat bentuk
serta batasan-batasan akan sistem tersebut secara keseluruhan, termasuk
aparat serta penegak hukum. Aparat hukum memiliki beberapa fungsi
utama, yaitu sebagai pembuatan hukum, pembudayaan dan
penyebarluasan hukum, administrasi hukum, serta penegak hukum.
Adapun struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum, ialah sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, maupun disalahgunakan. Sosial
yang dimaksud .ini tidak hanya. masyarakat-biasa, namun juga aparat

penegak hukum tersebut.

Ketika ingin mengetahui efektivitas dari suatu hukum, maka pertama-

tama mesti dapat mengukur, ‘keadaan aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati’.

ZBDikutip oleh Rizki Khairina, “Efektivitas Implementasi Fasilitas Pelayanan Publik
Responsif Gender di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Lawrence M. Friedman,”
Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (2023), hlm. 22-25.
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Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang
menjadi sasaran ketaatannya, akan dikatakan bahwa aturan hukum yang
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan
yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan secara
mendalam tentang tingkatan efetivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga
masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang
bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat
rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau
ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu
ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik

yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.?®

Kebijakan pemerintah daerah, kabupaten Kebumen terkait dengan
pembatasan jam operasional minimarket dan toko swalayan ini menjadi hal yang
perlu diperhatikan. Dengan melihat realitas yang ada di masyarakat kota
Kebumen, beberapa minimarket atau toko swalayan tidak mencerminkan
ketaatan terhadap kebijakan pemerintah daerah tersebut. Ini menggambarkan
adanya perlawanan hukum,.ada indikasi peraturan daerah,tersebut tidak efektif.
Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pada
perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, dimana realita hukum
disini adalah kondisi kenyataan masyarakatnya atau bagaimana masyarakat

menyikapi aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan ideal hukum disini

ZAchmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), cet. ke-3 (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 375.
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merupakan peraturan hukum yang dibuat untuk memastikan masyarakatnya

tertib dan sudah selayaknya ditaati dan dilaksanakan.

2. Teori Maslahah Mursalah

Mashlahah dalam pengertian rasionalnya berarti sebab, cara atau tujuan
yang baik. Pada prinsipnya, mashlahah adalah mengambil manfaat dan
menolak kemudaratan atau kemafsadatan. Secara etimologis mursalah berarti
mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Secara definitif maslahah mursalah
merupakan sebuah metode istinbat hukum (legal theory) yang didasarkan
kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang
validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas

menyatakan ketidakvaliditasnya.*

Imam Al-Ghazali menjelaskan secara harfiyah kata mashlahah berarti
menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Al-
Ghazali juga menetapkan standar ketentuan mashlahah, karena setiap manusia
memiliki tstandar|- atau ukuran yang. berbeda: dalam mengkategorikan
mashiahah. Keeenderungan individu juga terkadang dalam mengukur suatu
kemashlahatan' adalah kecenderungan untuk memnuhi kepentingan pribadi
tanpa mempertimbangkan kemashlahatan umum. Berikut prioritas

pemenuhannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:3!

¥Dikutip oleh Muhammad Rusfi, “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,”
Al-‘Adalah, Vol. 11:1 (2017), hlm. 65.

3IM. Mubhajirin dan M. Dedu, “Mashlahah Mursalah dan Implementasinyan dalam Akad
Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah),” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,
Vol. 9:1 (April 2021), hlm. 175-176.
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a. Al-Dharariyat (Primer), adalah apa saja yang menjadi faktor penting
dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Jika hal tersebut tidak
terealisasi maka akan terjadi ketimpangan atau kerusakan bagi kehidupan
manusia. Kemashlahatan ini mencakup lima prinsip dari tujuan syariat
Islam (Magashid Syariah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta.

b. Al-Hajiyat (Sekunder), merupakan hal-hal yang menjadi kebutuhan
manusia untuk sekadar menghindari kesulitan dan kesempitan. Jika hal
tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan,
namun tidak sampai pada tingkat kebinasaan atau kematian, termasuk
kemashlahatan ini adalah semua ketentuan yang meringankan manusia
dalam menjalankan kehidupan. Misalnya dalam bidang ibadah diberi
keringanan meringkas (gasr) sholat bagi orang yang sedang musafir.

c. Al-Tahsiniyat (Tersier), adalah pelengkap yang bertujuan untuk kebaikan
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya,
seperti _hiburan, anjuran_berpenampilan_rapih dalam berpakaian dan
lainnya. Jika tidak dapat dilakukan-dalam kehidupan maka tidak akan

menimbulkan kerusakan terhadap manusia.

Aspek cakupan mashlahah mursalah yang dikaitkan dengan

masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu:

$Dikutip oleh, Wulan Marwati dan Udin Juhrodin, “Analisis Pencatatan Perkawinan di
Negara dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Kp. Manjah Beureum Rt 06 Rw 12, Desa
Cileunyi Wetan),” (2021), hlm. 8.
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a. Mashlahah Kulliyat, yaitu mashlahah yang bersifat universal yang
kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
b. Mashlahah Juz’iyat, yaitu mashlahah yang bersifat parsial atau

individual.

Kekuatan dalil yang mendukung mashlahah mursalah dibagi menjadi

tiga, yaitu:®

a. Mashlahat yang bersifat gath’i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa
kemashlahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin
ditakwili.

b. Mashlahat yang bersifat zhanni, yaitu mashlahat yang diputuskan oleh
akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara’

c. Mashlahat yang bersifat wahmiyah, yaitu mashlahat atau kebaikan yang

dikhayalkan akan bisa dicapai.

Penelitian ini tepat untuk ditinjau dari maslahah mursalah, dengan
pertimbangan ' bahwa - penerbitan--aturan ‘tersebut atas dasar mewujudkan
kebaikan.(kemashlahatan) atau menghindarkan keburukan (kemudharatan)
bagi masyarakat. Penggunaan’ perspektif maslahah mursalah kiranya dapat

menjawab permasalahan dari pandangan hukum Islam.

B1bid.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris.
Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan
dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris
ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)
dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu
masyarakat.3
Penelitian ini juga menggunakan penelitian nondoktrinal, yaitu
penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai
proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam
masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut socio legal reseach atau
penelitian hukum sosiologis.®
Penggunaan hukum sosiologis tidak lepas dari anggapan bahwa hukum
itu merupakan sarana instrumen yang dipakai.untuk mencapai tujuan-tujuan
yang jelas, seperti ketentuan normatif dalam penelitian ini, yaitu tentang

pengaturan jam operasional minimarket dan toko swalayan pada Kecamatan

Kebumen.

3*Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (CV. DOTPLUS Publisher,
2022), him. 3.

$Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika, 2021), hlm. 13.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan
hukum sebagai fenomena atau perilaku faktual dalam dunia kenyataan.3®
Penelitian deskriptif ini dipilih karena diyakini dapat menggambarkan realitas
hukum, yaitu ketentuan jam operasional dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sekaligus adanya realitas sosial secara apa
adanya, yaitu melihat keadaan toko modern di malam hari. Sehingga konteks
ini, bahwa posisi teori sebagai alat analisis akan sangat membantu, terutama

untuk menafsirkan atau memahami realitas hukum (sosial) yang ada.%’

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum
Islam dengan tujuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum
dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya bagaimana hukum itu
mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap
pembentukan hukum. Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses

hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum Islam.®

%6Nurul Qamar dkk., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (CV. Social
Politic Genius, 2017), hlm. 5.

$"Muhammad Bahrul Ilmie, Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia Kajian
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mirra Buana Media,
2021), him. 98-99.

%Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.
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Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang
bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat

agar tercipta keseimbangan dan keadilan,3®

sehingga melalui pendekatan
penelitian di atas, seharusnya Perda Kabupaten Kebumen mampu mengatur

rentang jam operasional toko modern untuk menciptakan iklim masyarakat

yang lebih tertib dan teratur khususnya di malam hari.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah aturan hukum
yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.** Dalam hal ini,
penelitian dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4
Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan.

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu
Kecamatan Kebumen Kota Kebumen, berfokus:pada minimarket (Indomaret
dan Alfamart), dan toko swalayan (toko Kelontong), yang dimana pelaku usaha
tersebut melebihi waktu operasional yang ditetapkan. Hal ini yang merupakan

alasan dipilihnya lokasi ini karena masih ada beberapa pelanggaran terhadap

39Yeni Triana dkk., “Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan
Keadilan Sosial melalui Penemuan Hukum di Indonesia,” Journal of Social Science and Education
Research, Vol. 1:2 (Juni 2024), hlm. 59-60.

Abu Yasid, Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam — Hukum Barat, cet. ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 85.
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jam operasional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4

tahun 2022.

5. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari
sumber aslinya atau sumber pertama. Guna memperoleh data primer ini,
akan mencari data secara langsung terjun pihak masyarakat.*! Mengingat
penelitian hukum ini difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat
terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak
suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, maka obyek atau sasaran
data menjadi data primernya. Data primer yaitu data yang diperoleh
langsung oleh penyusun di lapangan melalui informan dengan cara
observasi dan wawancara.*?

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang
sudah ada, terutama diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa),

buku‘buku, atau lémbaga tertentu.*® Sumber data’sekunder juga berasal

“David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal llmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8:8
(2021), hlm. 2471.

“Meray H. Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” Law
Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5:3 (2006), hlm. 93.

“Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (CV. DOTPLUS Publisher,
2022), hlm. 45.
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dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer, yang dalam penelitian ini mencakup
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang
Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen nomor 4 tahun 2022 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang digunakan untuk
memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan
hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder antara lain,
buku-buku, literatur, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu,
pendapat ahli yang berkompeten di bidangnya, maupun data
yang dirilis dari lembaga pengkajian.

3) Bahan Hukum Tersier, yang bersifat sebagai pelengkap karena
menyediakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa

Indonesia, dan ensiklopedi hukum.**

6. Teknik Pengumpulan
a. Observasi, teknik ini dilakukan dengan pengamatan menggunakan panca

indera secara langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam

“David Tan, “Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Illmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8:8
(2021), hlm. 2472.
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konteks ini, observasi objek penelitian dilakukan dengan mengamati toko
modern yang berada di Kecamatan Kebumen pada malam hari, mengamati
bagaimana realitas toko modern terhadap kepatuhan jam operasional yang
diatur dalam ketentuan Perda Kebupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2022.

b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber
terkait permasalahan berlakunya hukum dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai permasalahan yang
diteliti. Adapun wawancara dimaksud ditujukan pada informen, terutama
Kepala Disperindag Kota Kebumen dan pelaku usaha ritel minimarket dan
toko swalayan di Kecamatan Kebumen.

c. Kajian kepustakaan, teknik ini merupakan upaya penelusuran melalui
membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Referensi yang didapatkan melalui artikel
jurnal, skripsi, dan tesis terdahulu yang memiliki tema yang serupa terkait

efektivitas, peraturan daerah, atau toko swalayan.

G. Sistematika pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini .yang begjudul “Efektivitas Penerapan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan” disajikan secara terstruktur dan

sistematis seperti yang terurai sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
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sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran

secara garis besar isi penelitian.

BAB I KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN TOKO
MODERN, berisi kerangka konseptual toko swalayan dan minimarket, serta
peraturan tentang pengelolaan toko modern. Pada bab ini bertujuan untuk
menyamakan definisi dan mengetahui dasar norma yang digunakan dalam
peraturan pengelolaan toko modern, diantaranya, Undang-Undang tentang

Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan

BAB III PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN, berisi gambaran umum Kabupaten Kebumen dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022. Bab ini bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang kondisi geografis, sosial, kependudukan dan ekonomi di

kecamatan Kebumen sebagai tolak ukur efektivitas peraturan daerahnya.

BAB 1V " EFEKTIVITAS " DAN- 'KEMASLAHATAN PENERAPAN
PERATURAN. DAERAH ' KABUPATEN "KEBUMEN, .berisi" faktor yang
memengaruhi dibentuknya-peraturan daerah, bagaimana‘efektivitas hukumnya, dan
kemaslahatan yang tercipta dari peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan
pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan faktor
penyebab pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan peraturan daerah

tentang pengelolaan toko modern. Bab ini juga untuk mengetahui efektivitas dan
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kemaslahatan dari peraturan tersebut, khususnya membahas tentang pengaturan

jam operasional minimarket dan toko swalayan di Kecamatan Kebumen.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab terakhir ini
bertujuan untuk merangkum pernyataan secara ringkas yang diambil dari hasil
penelitian guna menjawab rumusan masalah yang sudah disebukan sebelumnya.
Sedangkan saran berguna untuk memberikan pendapat atau usulan sesuatu hal yang

dipertimbangkan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan memuat pembahasan

yang berhasil disampaikan dan dideskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan
tujuan tercipta keseimbangan dalam pengelolaan sektor perdagangan, khususnya
terkait keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen memastikan bahwa pusat perbelanjaan modern tidak
mengganggu keberadaan pasar tradisional ataupun merugikan perekonomian
lokal masyarakat Kebumen. Terdapat beberapa faktor yang menjadi
pertimbangan Pemerintah Daerah membentuk kebijakan ini, diantaranya
pertumbuhan ekonomi lokal seperti UMKM di Kecamatan Kebumen yang
memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, keseimbangan pasar
tradisional dan'toko modern agar tidak saling mendominasi, tata ruang dan
penataan kota untuk mengendalikan keberadaan toko modern, memberikan
perlindungan konsumen, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dan

yang terakhir, untuk pengawasan dan pembinaan.

2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022

tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan masih
kurang efektif karena belum terlaksana dengan sempurna, secara sosiologis

pelaku usaha toko modern Kecamatan Kebumen belum memahami secara

118
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maksimal terkait dengan peraturan yang dibuat, minimnya sosialisasi yang
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta kenakalan para pelaku usaha
menimbulkan ketimpangan dari masyarakat dan pemerintah. Kegiatan toko
modern beroperasi diluar ketentuan jam operasional merupakan fenomena
yang terkadang masih terjadi di Kecamatan Kebumen, sehingga gambaran
yang terjadi pada Peraturan Daerah ini masih tergolong rendah akan penerapan
oleh masyarakat, yang dalam hal ini para pelaku usaha toko modern.
Pemerintah Kabupaten Kebumen beserta aparat penegak hukumnya seperti
Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan Satpol PP, berupaya
keras untuk terlaksananya peraturan ini dengan baik melalui kegiatan
monitoring secara rutin dan langsung memberikan teguran ketika ada toko
modern yang melakukan pelanggaran terhadap jam operasional, serta
memberikan sosialisasi sehingga masyarakat Kecamatan Kebumen dapat
memahami seluruh aturan mengenai toko modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan jika dilihat pada kaidah
mastahah mursalah sesuai dengan konsep magqashid syariah yang bertujuan
untuk mencapai kemaslahatan manusia sebagai unsur pokok tujuan hukum
yang relevan dengan keadaan struktur sosial. Pengaturan jam operasional toko
modern di Kecamatan Kebumen termasuk dalam kategori maslahah daruriyah
karena memiliki arti kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi, apabila
tidak terpenuhi akan menimbulkan bahaya yang dapat mengancam harta

maupun jiwa masyarakat.
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B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin

menyampaikan saran dengan melihat realitas, fenomena dan sosiologis masyarakat

Kecamatan Kebumen, sebagai berikut:

1.

Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Kebumen untuk
memberikan teguran dan sanksi secara tegas yang akan memberikan efek jera
kepada pelaku usaha toko modern yang melanggar, dan supaya patuh terhadap
peraturan yang telah ditetapkan agar memberikan kenyamanan dan keamanan
bagi masyarakat Kecamatan Kebumen.

Kepada pelaku usaha toko modern agar lebih memiliki kesadaran terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menerapkan
setiap pasal dalam ketentuan yang diberlakukan terutama jam operasionalnya
supaya menciptakan lingkungan yang tentram dan terhindar dari rasa

kewaspadaan terhadap bahaya yang mungkin terjadi di malam hari.
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